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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, 

perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,  pengelolaan data kinerja, pelaporan 

kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. 

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya 

pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran 

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  adalah: 

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional. 

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 
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Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan 

selaku unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika 

serta Statistik dan Persandian, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun 

dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis 

2019-2024; (2) Rencana Kerja Tahun 2022, dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2022  

yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja. 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris 

Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang 

Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 

(satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). 

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap 

disajikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kota Tarakan - Tahun 2022 3 

 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN  
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SUB KOORDINATOR  
PENGELOLAAN 

MEDIA KOMUNIKASI 
PUBLIK 

SUB KOORDINATOR  
PENGELOLAAN E-

GOVERNMENT 

SUB KOORDINATOR  
PENYELENGGARAAN 

STATISTIK 
SEKTORAL 

SUB KOORDINATOR  
PENGEMBANGAN 

APLIKASI 
SUB KOORDINATOR  

PENYELENGGARAAN   
PERSANDIAN 

 

SUB KOORDINATOR  
PELAYANAN 
INFORMASI 

KELOMPOK             
JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG 
STATISTIK DAN 
PERSANDIAN  

BIDANG 
INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK  

BIDANG 
APLIKASI 

INFORMATIKA  

SUSUNAN ORGANISASI 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA 

TARAKAN 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian 
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Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 

73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai 

berikut :  

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 

1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat 

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Bidang Aplikasi Informatika 

5. Bidang Statistik dan Persandian 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

a. Sekretariat  

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di  bawah 

dan  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 

tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan dinas . 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas  diatas juga menyelenggarakan 

fungsi :  

1. koordinasi kegiatan Dinas; 

2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas; 
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3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, 

hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas; 

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas; 

5. koordinasi dan penyusunan produk hokum daerah pada Dinas; 

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas; 

7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; 

8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan 

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . 

 

b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

1. Bidang Informasi  dan  Komunikasi Publik adalah  merupakan unsur 

pelaksana urusan  pemerintahan di  Bidang Informasi  dan  Komunikasi 

Publik yang berada  di  bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan 

perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, 

pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas  diatas 

juga menyelenggarakan fungsi : 

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik; 

2. monitoring opini dan aspirasi publik; 

3. monitoring   informasi    dan   penetapan   agenda prioritas   komunikasi 

Pemerintah Daerah; 
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4. pengelolaan media komunikasi publik; 

5. pelayanan informasi publik; 

6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; 

7. koordinasi dan sinkronisasi data dan infonnasi elektronik; 

8. layanan hubungan media; 

9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah; 

10. kemitraan dengan pemangku kepentingan; 

11. manajemen komunikasi krisis; 

12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; 

13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah; 

14. penyelenggaraan hubungan masyarakat,  media dan kemitraan 

komunitas; dan  

15. pelaksanaan tugas kedinasan lain  yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Aplikasi Informatika 

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan  

pemerintahan di bidang  aplikasi informatika yang berada di  bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh  Kepala Bidang. 

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas  perencanaan  perumusan,  

pengoordinasian,   pelaksanaan, pembinaan dan  fasilitasi, pemantauan,  

evaluasi  serta  pelaporan  kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup 

Pemerintah Daerah. 

Dalam    melaksanakan    tugas   sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal    

27 menyelenggarakan fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika 

2.  Pengelolaan nama  domain yang telah ditetapkan  oleh Pemerintah  

Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; 

3.  Pengembangan dan pengelolaan ekosistem smart city; 

4.  Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Daerah; 

5.  Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);  

6.  Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik 

(SPBE) 

7.  Penyediaan/pengadaan  sarana dan   prasarana pendukung inforrnasi  

dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan 

8.  Pelaksanaan  fungsi  lain   yang  diberikan  Kepada   Bidang   Aplikasi 

Informatika 

 

d. Bidang Statistik dan Persandian 

1. Bidang Statistik  dan  Persandian  merupakan  unsur  pelaksana urusan  

pemerintahan  di   bidang statistik dan persandian yang berada di bawah 

dan  bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang 

 

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan perumusan,  pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan 

fasilitasi, pemantauan,  evaluasi, pelaporan kebijakan   penyelenggaraan 

dan  pengelolaan statistik  sektoral  di   lingkup daerah,  data  informasi  

pemerintahan  dan  pembangunan  daerah, penyelenggaraan persandian  
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untuk  pengelolaan  dan pengamanan  informasi berbasis  elektronik yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.  

Dalam melaksanakan  tugas  Bidang Statistik dan Persandian 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Perencanaan    perumusan    kebijakan     bidang    penyelenggaraan     

dan pengelolaan    statistik   sektoral   di    lingkup    Daerah,     data   

informasi pemerintahan dan pembangunan  daerah,  penyelenggaraan  

persandian untuk pengelolaan  dan pengamanan informasi  berbasis  

elektronik  yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan  kebijakan bidang penyelenggaraan  

dan pengelolaan    statistik   sektoral   di    lingkup   Daerah,   data    

informasi pemerintahan  dan  pembangunan  daerah,  

penyelenggaraan  persandian untuk pengelolaan  dan  pengamanan 

informasi  berbasis elektronik  yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Daerah. 

3. Pelaksanaan kebijakan  bidang penyelenggaraan dan pengelolaan  

statistik sektoral  di   lingkup  daerah,  data  informasi  pemerintahan  

dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk 

pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 

4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan 

pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi 

pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan  

persandian untuk  pengelolaan dan  pengamanan informasi  berbasis  

elektronik  yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah; 



 

  

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kota Tarakan - Tahun 2022 9 

 

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang  

penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral  di   lingkup  daerah,   

data inforrnasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan 

pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian 

untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah; 

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.     

 

e. UPT Tarakan Command Center (TCC) 

Dasar pembentukan UPT Tarakan Command Center berdasarkan Perwali 

Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Tarakan Command Center pada Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian . 

1. UPT Tarakan Command Center merupakan unsur pelaksana tugas teknis 

operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan . 

 

2. UPT Tarakan Command Center dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Dinas . 

 

UPT Tarakan Command Center mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik 

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. 
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Dalam melaksanakan tugas UPT Tarakan Command Center juga 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan 

komunikasi 

2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik 

3. Pelaksanaan layanan call center 112 

4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan call center 112 

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan 

kegiatan UPT 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya 

8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas 

melalui Sekretaris 

 

C. Aparat Pemerintah 

Dalam melaksanakan tugasnya menangani urusan pemerintahan di 

bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib didukung oleh SDM 

yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan 

melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM 

merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. 

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 
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Tabel II.1. Jumlah Pegawai 

Sekretariat / Bidang 
Jumlah 

PNS 
Tenaga 
Kontrak 

Jumlah 

a. Sekretariat 8 6 14 

b. Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik 

5 1 6 

c. Bidang Aplikasi Informatika 9 - 9 

d. Bidang Statistik dan 
Persandian 

4 - 4 

e. UPT TCC 3 22 25 

Jumlah 29 29 58 

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan  

 
 
 
 

Gambar II.1. Grafik Jumlah Pegawai 
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Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai 
 (ASN dan Tenaga Kontrak) 

 

Sekretariat / Bidang 
S 2 S1/D4 D 3 SLTA SLTP/SD 

Jumlah 
ASN PTT ASN PTT ASN PTT ASN PTT ASN PTT 

a. Sekretariat 2 - 5 2 - - 1 2 - 2 14 

b. Bidang Informasi 
dan Komunikasi 
Publik 

- - 4 1 1 - - - - - 6 

c. Bidang Aplikasi 
Informatika 

2 - 4 - 2 - - - - - 8 

d. Bidang Statistik 
dan Persandian 

1 - 4 - - - - - - - 5 

e. UPT TCC - - 3 3 - - - 17 - 2 25 

Jumlah 5 - 20 6 3 - 1 19 - 4 58 

 

 

Gambar II.2. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN 
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Gambar II.3. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak 

 

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan  
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1. Pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai teknologi 

informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam 

pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sehingga 

mengakibatkan terhambatnya penyebarluasan informasi 

Pembangunan Pemda yang cepat, mudah, dan akurat ; 

2. Situs (website) tarakankota.go.id yang melayani masyarakat dalam 

urusan umum belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas 

maupun kualitasnya ;  

3. Implementasi E-Goverment yang ada belum ideal dan belum 

terintegrasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kota Tarakan sebagai akibat standarisasi yang belum baku dan 

sosialisasi yang masih kurang ; 

4. Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi belum optimal 

karena belum memiliki aplikasi Cell plan hasil kajian Pemkot Tarakan ; 

5. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal 

khususnya Bandwidth untuk seluruh OPD ; 

6. Pembangunan dan Pengembangan Data Center atau Bank Data yang 

terintregrasi (terpadu) untuk Pemerintah Kota Tarakan belum dapat 

dilakukan dikarenakan Jaringan infrastruktur TIK seperti koneksi 

menggunakan FO (Fiber Optik) atau WLAN (Wireless Local Area 

Network) antara OPD belum dibangun menyeluruh ; 

7. Pembangunan Jaringan infrstruktur TIK belum dapat menjangkau 

semua OPD yang ada di lingkungan Pemkot. Tarakan dikarenakan 

keterbatasan anggaran ; 
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8. Sinergisitas Pemda dan media perlu dibangun maksimal untuk 

mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab ; 

9. Ruang Video conference yang ada belum memadai karena 

keterbatasan ruangan yang tersedia ; 

10. Peluang penerimaan restribusi jasa umum usaha di sektor Komunikasi 

dan Informasi belum digali secara maksimal . 

 

Dari permasalahan diatas diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan 

pelayanan, yaitu : 

1. Tataran kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai 

berikut : 

Implementasi E-Goverment belum sepenuhnya diterapkan pada pengelolaan 

dan layanan pemerintahan Kota Tarakan 

 

2. Implementasi program dan kegiatan pada bidang/unit kerja di lingkungan 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat 

diidentifikasi permasalahan pelayanan, sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi 

b. Layanan infrastruktur jaringan belum mencakup seluruh OPD di lingkup 

Pemerintah Kota Tarakan 

c. Pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat layanan publik maupun 

layanan informasi belum seluruhnya berbasis E-Government, sehingga 

layanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan belum 

sepenuhnya dapat dipenuhi. 
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3. Teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, sebagai 

berikut : 

a. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknis masih belum tercukupi 

sehingga perlu pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai 

teknologi informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam 

pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

b. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal 

khususnya Bandwidth untuk seluruh OPD 

c. Sinergisitas Pemerintah Kota dan media perlu dibangun maksimal untuk 

mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab 

d. Belum optimalnya layanan informasi dan pengaduan masyarakat berbasis 

IT 

e. Belum tersedianya Pusat Data (data center) yang menyediakan data 

sektoral Kota Tarakan 

f. Peningkatan pengawasan dan monitoring menara telekomunikasi serta 

peningkatan PAD melalui retribusi menara telekomunikasi perlu lebih 

ditingkatkan 

g. Belum terlaksananya sistem keamanan informasi oleh Pemerintah Kota 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan sebagai  Perangkat Daerah 

yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan 
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eksternal, faktor internal yang mempengaruhi (Perangkat Daerah) Kota Tarakan 

antara lain : 

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas 

dan belum sesuai dengan beban kerja. 

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah 

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan 

kinerja. 

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu 

sistem yang terpadu, efektif dan efesien. 

 

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja adalah : 

1. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah sehingga 

Pemerintah Daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku 

2. Teknologi yang berkembang sangat cepat sehingga perlu adaptasi yang 

cepat pula dari SDM, kebijakan dan tata kelola pemerintahan 

3. Dukungan anggaran yang belum memadai untuk kegiatan yang 

mendukung program unggulan Pemerintah Kota Tarakan 

 

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu 

strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah 

sebagai berikut : 
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1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah 

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services 

excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang 

baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan 

presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal 

public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset 

strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam 

penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih 

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma 

aparatur sebagai ñpelayan masyarakat . Selain hal itu sumber daya aparatur juga 

diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada 

transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan 

peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh 

sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain 

adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya 

merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan 

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara 

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara 

negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 

2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik 

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) 

diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan 
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(Institutional reegineering) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan 

penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan 

manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut 

pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun 

infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada 

menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan 

adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. 

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada 

pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum 

sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai 

sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu 

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan 

langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan 

pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, 

memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, 

serta mengubah kultur organisasi. 

3. Peningkatan Layanan Publik berbasis Informasi Teknologi 

Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri berpengaruh signifikan 

terhadap pola pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik saat ini harus 

berorientasi pada layanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan . 

Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, 

pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 

atau yang lebih kita kenal dengan istilah E-Government tersebut, sebaiknya bukan 
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hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan juga merupakan suatu langkah 

strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. 

E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi 

dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi 

pemerintahan terkait. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya 

good governance dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Selain itu, E-Government juga diharapkan 

dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, salah satu contoh penerapan E-

Government melalui sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik 

(LPSE) terbukti menghasilkan efisiensi. Dengan penerapan satu jenis layanan 

berbasis E-Government saja pemerintah sudah dapat merasakan manfaatnya, 

khususnya dari segi efisiensi. 

Ada beberapa poin penting yang perlu ditingkatkan dalam penerapan E-

Government di Kota Tarakan : 

Pertama, pemasifan E-Government Demi pembangunan ekonomi dan 

peningkatan pelayanan publik, semua OPD harus menerapkan E-Government. 

Untuk itu, infrastruktur, meliputi infrastruktur fisik, jaringan, maupun SDM juga 

harus dipersiapkan. 

Kedua, standardisasi E-Government perlu adanya suatu standardisasi yang jelas 

dalam pelaksanaannya agar kebijakan pengembangan E-Government dapat 

dilaksanakan secara sistematik dan terpadu di semua OPD. 

Ketiga, integrasi E-Government, pengembangan sistem E-Government 

diperlukan kerangka komunikasi antarsistem E-Government di semua OPD untuk 
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saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam implementasinya, perlu ada 

mekanisme komunikasi baku antarsistem, sehingga masing-masing sistem 

aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk E-Government services yang 

lebih besar dan kompleks. 

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota harus melakukan 

kampanye pemasaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka 

sadar tentang keberadaan dan manfaat E-Government.  

Kelima, hal terakhir yang harus dilaksanakan adalah Pemerintah perlu terus 

mengevaluasi tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan 

E-Government, serta frekuensi dan intensitas penggunaan E-Government. 

Evaluasi ini penting agar pemerintah dapat terus menyesuaikan diri dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga dapat terus memberikan 

pelayanan publik yang prima.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses 

sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi 

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam 

yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan. Rencana 

Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut 

dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan 

penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kota 

Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas 

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra 

(Perangkat Daerah) Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan 

misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024. 

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan yang simultan dengan proses 

penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan 

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra 

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Tarakan, antar SKPD dan stakeholder. 
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Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja 

(Renja) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.  

Didalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk 

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

 

A. Visi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024 

ñ Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera                        

melalui Smart City ñ 

 

B. Misi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024 

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu : 

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, 

dan berdaya saing. 

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, 

efektif dan efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-

rakyat. 

3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang 

cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.  

4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan 

rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, 

pariwisata dan pertanian dalam arti luas.  

5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui 

peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan 

memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasiskan ilmu 

pengetahuan.  

6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta 

mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa.  
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C. Tujuan dan Sasaran DKISP 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan 

adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu 

sampai dengan lima tahun. 

Adapun tujuan dan sasaran DKISP adalah: 

Tujuan : 

ñTerwujudnya pengelolaan E-Government yang terintegrasi di seluruh 

perangkat daerahñ 

 

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :   

- Sasaran 1  :  Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan 

- Sasaran 2  :   Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan  

  Informasi yang merata 

- Sasaran 3  :   Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP 

 
 



 

  

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kota Tarakan - Tahun 2022 25 

 

Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City 

No Tujuan  
Indikator 
Tujuan 

No Sasaran  No Indikator Sasaran Satuan 
Kondisi 

awal 
(2019) 

Target 
2020 

Target 
2021 

Target 
2022 

Target 
2023 

Target 
Akhir 

Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efesien yang berbasis pada system penganggaran  
yang pro-rakyat 

1 

Terwujudnya 
pengelolaan  
e-government 
yang 
terintegrasi di 
seluruh 
perangkat 
daerah 

Persentase 
perangkat 
daerah yang 
melaksanakan 
e-government 
yang 
terintegrasi 

1 

Terwujudnya 
layanan 
infrastruktur 
jaringan 

1 
Persentase OPD yang 
terlayani infrastruktur 
jaringan 

% 3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 
Persentase kontribusi 
provider telekomunikasi 

% 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 

Meningkatnya 
akses dan 
diseminasi 
Komunikasi 
dan Informasi 
yang Merata 

3 
Persentase media 
layanan informasi publik 

% 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 
Persentase OPD yang 
berkontribusi terhadap 
penyediaan data sektoral 

% 52 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

5 

Persentase aplikasi 

layanan publik/tata kelola 
pemerintah yang 
terintegrasi 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3 
Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja DKISP 

6 Nilai dan predikat SAKIP 
Poin/ 
Grade 

65/B 65/B 65/B 70/B 70/B 70/B 
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Tabel 2.2 
Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
Kota Tarakan 2019-2024 

Fungsi Dinas 
Misi dan Tujuan 

Kota Tarakan 
Sasaran Kota 

Tarakan 
Strategi Kota 

Tarakan 
Arah Kebijakan 
Kota Tarakan 

 

 

Perumusan 
dan  
pelaksanaan 
kebijakan, 
evaluasi dan 
pelaporan di 
bidang 
komunikasi 
dan 
informatika, 
statistik dan 
persandian 

Misi 2 : 

Meningkatkan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang amanah, 
profesional, 
efektif dan 
efesien yang 
berbasis pada 
sistem 
penganggaran 
yang pro-rakyat 

 

Sasaran 4 : 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
akuntabilitas 

keuangan 

 

Sasaran 6 : 

Terwujudnya 
birokrasi yang 
memiliki 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 

Strategi 4 : 

Reformasi 
birokrasi dan tata 
kelola 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah  

Arah  
Kebijakan 15 : 

 
Peningkatan kualitas 
dan efektifitas 
perencanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah dan 
kelitbangan daerah 

 
Arah  

Kebijakan 16 : 

Peningkatan 
akuntabilitas 

perangkat daerah 

 
Arah  

Kebijakan 18 : 

Peningkatan kualitas 
layanan publik 
berbasis tekhnologi 
informasi 

 

 

Tujuan 2 : 

Meningkatkan 
kualitas tata 
kelola 
penyelenggaraan 

pemerintahan  

 

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Perjanjian Kinerja tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen 

RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) 

Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022, serta dokumen Pengesahan 

Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 
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E. Indikator Kinerja Utama 

 Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari 

acuan pelaksanaan sasaran strategis (Perangkat Daerah), perlu menetapkan suatu 

ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja 

utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.3 

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan 
 

Sasaran  No Indikator Kinerja Rumus Satuan Target Sumber Data 
Penanggung 

Jawab 

Terwujudnya 
layanan 
infrastruktur 
jaringan 

1 
Persentase OPD yang 
terlayani infrastruktur 
jaringan 

× PD yang terkoneksi dengan bandwith server 
x 100 % 

× Perangkat Daerah 
% 100 % 

Laporan 
Konsolidasi 

Pembangunan 

Bidang Aplikasi 
Informatika 

2 
Persentase kontribusi 
provider telekomunikasi 

× menara telekomunikasi yang berkontribusi 
x 100 % 

× menara telekomunikasi 
% 100 % 

Laporan Realisasi 
Retribusi Menara 
Telekomunikasi 

Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi 

Meningkatnya 
akses dan 
diseminasi 
Komunikasi dan 
Informasi yang 
Merata 

1 
Persentase media 
layanan informasi publik 

× media layanan informasi publik yang 
digunakan untuk meningkatkan akses dan 
diseminasi komunikasi serta informasi 

x 100 % 
× media layanan informasi publik 

% 100 % 
Laporan 

Konsolidasi 
Pembangunan 

Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi 

2 
Persentase OPD yang 
berkontribusi terhadap 
penyediaan data sektoral 

× Perangkat Daerah yang berkontribusi 
terhadap penyediaan data sektoral  

x 100 % 
× Perangkat Daerah 

% 100 % 
Laporan Data 
Sektoral Kota 

Tarakan 

Bidang 
Statistik dan 
Persandian 

3 

Persentase aplikasi 

layanan publik/tata kelola 
pemerintah yang 
terintegrasi 

× aplikasi layanan publik yang terealisasi yang 
digunakan OPD  

x 100 % 
× aplikasi layanan publik yang dianggarkan 

% 100 % 
Laporan 

Konsolidasi 
Pembangunan 

Bidang Aplikasi 
Informatika 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja DKISP 

1 Nilai/predikat SAKIP Nilai/predikat SAKIP 
Poin/ 
Grade 

70/B LHE SAKIP Sekretariat 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan 

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku 

pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas 

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan 

yang diamanatkan dalam : 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan 

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing 

indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-

2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.  
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Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah. 

Pelaporan kinerja Tahun 2022, disajikan melalui pengukuran kinerja 

atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran Kinerja, 

Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh 

DKISP. 

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian 

kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian 

dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 

sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. 

A. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan 

rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat 

kinerja sebagai berikut :  

Nilai Peringkat Kinerja 
 

No Nilai Kinerja (%) Predikat Kinerja 

1 90 Ó 100 Sangat Tinggi 

2 76 s/d < 90 Tinggi 

3 66 s/d < 75 Sedang 

4 51 s/d < 65 Rendah 

5 0 s/d<50 Sangat Rendah 

    Sumber : Permendagri 86/2017 

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 

3.1 berikut : 
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Tabel 3.1 
Capaian Kinerja DKISP Tahun 2022 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 

 

1 

Terwujudnya 
layanan 
infrastruktur 
jaringan 

Persentase OPD yang terlayani 
infrastruktur jaringan 

30 OPD 
100 % 

30 OPD 100,00 % 

Persentase kontribusi provider 
telekomunikasi 

130 Tower 
100 % 

129 Tower 99,23 % 

 

2 

 

Meningkatnya 
akses dan 
diseminasi 
Komunikasi 
dan Informasi 
yang Merata 

Persentase media layanan informasi 
publik 

5 Jenis 
100 % 

5 Jenis 100,00 % 

Persentase OPD yang berkontribusi 
terhadap penyediaan data sektoral 

30 OPD 
100 % 

28 OPD 93,33 % 

Persentase aplikasi layanan publik/tata 
kelola pemerintah yang terintegrasi 

4 Aplikasi 
100 % 

4 Aplikasi 100,00 % 

3 
Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja DKISP 

Nilai/Predikat SAKIP 70/B 65,41/B 93,44 % 

CAPAIAN KINERJA 97,67 % 

 

Tabel 3.2  

Capaian Sasaran Sampai Dengan Tahun Ketiga (2022) 

 

No Indikator Sasaran Satuan 
Realisasi 

2020 
Realisasi 

2021 

Tahun 2022 Taeget 
Akhir 

RPJMD 
(2024) 

Capaian s/d 
2022 thd 
Target 

RPJMD (%) Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

 

1 

Persentase OPD 
yang terlayani 
infrastruktur jaringan 

% 3 100 
30 

OPD 
30 OPD 100 100 67,67 % 

Persentase 
kontribusi provider 
telekomunikasi 

% 102,31 100 
130 

Tower 
129 

Tower 
99,23 100 100,51 % 

 

2 

 

Persentase media 
layanan informasi 
publik 

% 100 100 5 Jenis 5 Jenis 100 100 100,00 % 

Persentase OPD 
yang berkontribusi 
terhadap 
penyediaan data 
sektoral 

% 81,25 90,00 
30 

OPD 
28 OPD 93,33 100 88,19 % 

Persentase aplikasi 
layanan publik/tata 
kelola pemerintah 
yang terintegrasi 

% 100 100 
4 

Aplikasi 
4 Aplikasi 100,00 100 100,00 % 

3 Nilai/Predikat SAKIP 
Poin/ 
Grade 

63,80/B 50,48/CC 70/B 65,41/B 65,41/B 70/B 65,41/B 
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Pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja 

sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.3 

Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Tarakan Tahun 2022 

 

No Nilai Kinerja Predikat Kinerja Jumlah 
asaran 

1 90 Ó 100 Sangat Tinggi 6 

2 76 s/d < 90 Tinggi - 

 3 66 s/d < 75 Sedang - 

4 51 s/d < 65 Rendah - 

5 0 s/d < 50 Sangat Rendah - 

Total Sasaran 6 

 

 

B. Analisis Pengukuran Kinerja 

Tujuan :  Terwujudnya pengelolaan  E-Government yang terintegrasi 

di seluruh perangkat daerah 

Sasaran 1 : Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan 

Indikator 1 : Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan 

Indikator 2 : Persentase kontribusi provider telekomunikasi 

 

Indikator 1 : Persentase OPD yang terkoneksi bandwith server adalah 

perbandingan antara perangkat daerah yang terkoneksi bandwith server 

dengan jumlah keseluruhan perangkat daerah  dikalikan seratus persen . 
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Untuk menghitung persentase OPD yang terkoneksi dengan bandwith 

Tahun 2022 menggunakan rumus : 

 

Pada Tahun 2022 dari target  30 OPD yang terkoneksi bandwith 

server dapat terealisasi seluruhnya, dengan kapasitas bandwith sebesar 

15 Mbps untuk layanan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh 

seluruh OPD  serta layanan publik Call Center 112. 

Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam 

Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100 % atau 30 OPD, sedangkan anggaran 

bandwith internet untuk seluruh perangkat daerah masih berada  di masing-

masing Perangkat Daerah .  

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1 

Indikator 1 : 

Program  :  Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan :  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain : 

 
× OPD yang terkoneksi dengan bandwith server 

                                                                                            x 100 % 
× Perangkat Daerah 
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1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan 

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera 

melalui Smart City sehingga banyak kegiatan/layanan publik yang 

dilaksanakan dengan sistem elektronik dan tentunya hal ini sangat 

membutuhkan ketersediaan jaringan dan bandwith server yang 

memadai  

3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal 

sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 

 

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwith untuk 

5 tahun terakhir (2018-2022) : 

No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) 

1. 2018 915.769.000 665.623.000 72,68 

2. 2019 828.899.495 732.403.445 86,09 

3. 2020 884.545.400 742.871.500 83,98 

4. 2021 700.000.000 454.605.755 64,94 

5. 2022 509.520.000 450.035.180 88,33 

Sumber data  :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan 
Tahun 2018 ï 2022 

 

Untuk tahun 2022 layanan bandwith untuk PD telah menggunakan 

jaringan fiber optic yang pengerjaan dan pengelolaannya dilaksanakan 

oleh Perumda Tarakan Media Telekomunikasi dibawah pengawasan Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun 
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belum mencakupi seluruh OPD hanya PD di wilayah Kecamatan Tarakan 

Tengah dan Barat  sedangkan PD yang berada di wilayah Kecamatan 

Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara masih menggunakan jasa 

PT Telkom . 

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi OPD yang Terkoneksi 

Bandwith Server untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) : 

No. Tahun 
Target 

Jumlah OPD 
Realisasi 

Persentase 
(%) 

Kategori/Keterangan 

1. 2018 31 OPD 1 OPD 3,00  % bandwith 10 Mbps terfokus pada penyediaan 

bandwith LPSE 

2. 2019 31 OPD 1 OPD 3,00  % 

karena keterbatasan anggaran dan prioritas 

bandwith 10 Mbps hanya untuk layanan publik Call 

Center 112 dan Fleet Management System 

3. 2020 32 OPD 1 OPD 3,00  % 
Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk layanan 

publik Call Center 112,  Fleet Management System 

dan aplikasi pengaduan e-Qlue 

4. 2021 30 OPD 30 OPD 100,00 % 
Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk 

penyedian bandwith server NOC yang dapat diakses 

oleh seluruh OPD dan layanan Call Center 112  

5. 2022 30 OPD 30 OPD 100,00 % 
Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk 

penyedian bandwith server NOC yang dapat diakses 

oleh seluruh OPD dan layanan Call Center 112 

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2018 ï 2022 
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Indikator 2 : Persentase kontribusi provider telekomunikasi adalah 

perbandingan antara jumlah menara yang membayar retribusi Menara 

dibanding dengan jumlah target menara yang telah ditetapkan 

             Dengan didasari oleh Undang ï Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi, Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

perubahan ketiga atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum . 

Untuk menghitung persentase kontribusi provider telekomunikasi Tahun 

2022 menggunakan rumus : 

 

Dari Laporan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi diperoleh jumlah 

menara yang melakukan pembayaran retribusi sebanyak 129 menara dari 

target yang ditetapkan sebanyak 130 menara atau 99,23 % . 

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Menara sebesar 

Rp 396.653.947,- dari target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp 

395.076.000,- atau tingkat capaian sebesar 100,40 % (Bukti penerimaan 

PAD Retribusi Menara terlampir). Realisasi pembayaran retribusi menara 

telekomunikasi tahun 2022 melebihi target disebabkan karena beberapa 

provider menerima konsekwensi dari denda keterlambatan akibat 

pembayaran yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan . 

 
× Menara telekomunikasi yang berkontribusi 

                                                                                         x 100 % 
× Menara telekomunikasi 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1 

Indikator 2 : 

Program  :  Program Komunikasi dan Informasi Publik 

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Monitoring 

Menara Telekomunikasi untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) : 

No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) 

1. 2018 50.000.000 14.583.800 29,17 

2. 2019 - - - 

3. 2020 72.080.000 71.075.000 98,61 

4. 2021 - - - 

5. 2022 5.100.000 5.100.000 100,00 

Sumber data  :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi 

Pembangunan Tahun 2018 ï 2022 
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Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain : 

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah seperti: 

Undang ï Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, 

Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perda 

Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 

2. Komitmen yang tinggi dari Provider dan pemilik menara untuk 

melakukan pembayaran Retribusi Menara, baik yang tahun berjalan 

maupun yang tertunggak/terhutang  

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Menara yang 

Berkontribusi dan tabel perbandingan Target dan Realisasi PAD Menara 

Telekomunikasi untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) : 

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Menara 

Yang Berkontribusi Tahun 2018-2022 

 

No. Tahun 

Target 

Jumlah 

Menara 

Realisasi 
Persentase 

(%) 
Kategori/Keterangan 

1. 2018 138 menara 0 menara 0,00 Perubahan Raperda Jasa Umum  
masih dalam tahap penyusunan 

2. 2019 130 menara 0 menara 0,00 

Perda Retribusi Menara 

Telekomunikasi masih pada 
tahap evaluasi di Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) 

3. 2020 130 menara 133 menara 102,31 Sangat Tinggi 

4. 2021 130 menara 130 menara 100,00 Sangat Tinggi 

5. 2022 130 menara 129 menara 99,23 Sangat Tinggi 

 

Sumber data :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Penerimaan 

Retribusi Tahun 2018 ï 2022 

 



 

  

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kota Tarakan - Tahun 2022 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menara Telekomunikasi Tahun 2018-2022 

No. Tahun Target PAD Realisasi 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1. 2018 0 0 0,00 
Karena masih dalam tahap penyusunan 
perubahan Raperda Jasa Umum 

2. 2019 386.355.000 0 0,00 
Perda Retribusi Menara Telekomunikasi masih 
pada tahap evaluasi di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

3. 2020 386.355.000 1.376.556.285 356,29 
Tingginya realisasi karena pembayaran 
retribusi yang tertunggak tahun 2017 s/d 2019 
karena dasar hukum untuk penarikan retribusi 
menara baru selesai di akhir tahun 2019 

4. 2021 404.055.000 434.625.360 107,57 
Melebihi target karena adanya pembayaran 
retribusi menara yang terhutang tahun 2019 
dan denda sebagai akibat keterlambatan 
pembayaran 

5. 2022 395.076.000 396.653.947 100,40 
Melebihi target karena adanya pembayaran 
denda sebagai akibat keterlambatan 
pembayaran 

 

Sumber data  :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Penerimaan 
Retribusi Tahun 2018 ï 2022 
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Sasaran 2 : 
Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan 
Informasi yang Merata 

Indikator 1 : Persentase media layanan informasi publik 

Indikator 2 : 
Persentase OPD yang berkontribusi terhadap 

penyediaan data sektoral 

Indikator 3 : 
Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola 

pemerintah yang terintegrasi 

 

Indikator 1 : Persentase media layanan informasi publik 

Persentase media layanan informasi publik adalah perbandingan jumlah 

media layanan umum yang digunakan meningkatkan akses dan diseminasi 

komunikasi serta informasi dengan jumlah media layanan informasi publik 

dikalikan seratus persen 

Didasari oleh Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Statistik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia ; 

Untuk menghitung persentase media layanan informasi publik Tahun 2022 

menggunakan rumus : 

 

 

× Media layanan informasi publik yang digunakan meningkatkan 
akses dan diseminasi komunikasi serta informasi 

                                                                              x 100 % 
× Media layanan informasi publik 
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Tahun 2022 dari target 5 media layanan informasi yang ada semuanya 

telah digunakan oleh pemerintah kota untuk menyampaikan informasi dan 

komunikasi kepada masyarakat.  

Dari hasil perhitungan persentase media layanan informasi publik 

Tahun 2022 dapat disimpulkan dari 5 target media informasi 

keseluruhannya telah digunakan untuk diseminasi komunikasi serta 

informasi atau capaian kinerja sebesar 100 % . 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 2 

Indikator 1: 

Program  :  Program Informasi dan Komunikasi Publik 

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan :  Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 

Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan :  Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan 

Informasi Publik untuk 5 tahun terakhir (2018-2022) : 

No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
Persentase 

(%) 

1. 2018 189.431.000 189.431.000 100,00 

2. 2019 791.335.000 788.635.000 99,66 

3. 2020 477.500.000 337.589.000 70,70 

4. 2021 488.000.000 485.991.054 99,59 

5. 2022 940.900.000 834.586.000 88,70 

Sumber data  :  Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan 
Tahun 2018 ï 2022 
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Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain : 

1. Adanya peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti : 

Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah  

2. Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk 

mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab 

sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu 

masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.  

3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal 

sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan 

dengan baik 
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Adapun media layanan informasi yg digunakan adalah : 

1. Media Massa 

Informasi disampaikan melalui surat kabar, tabloid dan majalah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Media Elektronik 

Informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota disampaikan 

melalui media publik seperti Tarakan TV dan Equator TV . 
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3. Media Luar Ruang 

Media luar ruang yang ada berupa spanduk, stand baleho dan videotron 

semuanya telah digunakan untuk penyampaian informasi pembangunan 

dan pelayanan pemerintah kota 

 

 

 

 

 

 


